Alih fungsi lahan pertanian pangan pokok di

Kabupaten Simalungun by Purba, Mesdiana & Naldo, Rony Andre Christina
Koperasi dan UMKM       171
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Pokokdi 
Kabupaten Simalungun
Mesdiana Purba & Rony Andre Christina Naldo
Fakultas Hukum, Universitas Simalungun
Abstrak: Adanya fakta alih fungsi lahan pertanian pangan pokok yang terjadi di 
Kabupaten Simalungun tentunya memiliki faktor penyebab, dan tentunya juga 
akan menimbulkan dampak. Pemkab Simalungun mestinya mengatasi alih fungsi 
lahan  berdasarkan UU P, agar pada masa yang akan datang tidak terjadi alih fungsi 
lahan pertanian pangan pokok. Hal tersebut dapat ditegaskan karena berdasarkan 
Pasal 12 ayat (2) UU P, ketersediaan pangan di Kabupaten Simalungun merupakan 
tanggung jawab Pemkab Simalungun.Berdasarkan penelitian, diketahui pula bahawa 
faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan pokok di Kabupaten 
Simalungun, sebagai berikut:Hasil pertanian yang berupa ubi dan jagung lebih cepat 
masa panennya apabila dibandingkan dengan pangan pokok; Hasil pertanian yang 
berupa ubi, jagung, dan sawit, dapat memberikan keuntungan/hasil yang lebih besar 
secara ekonomis bagi para petani, apabila dibandingkan dengan pangan pokok, dan 
harganya pun relatif stabil. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan dan 
responden di atas, dapat ditegaskan bahawa dampak dari terjadinya alih fungsi lahan 
pertanian pangan pokok di Kabupaten Simalungun adalah telah mengurangi jumlah 
produksi beras di Kabupaten Simalungun, dan apabila fakta tersebut terus terjadi maka 
secara otomatis akan mengurangi jumlah ketersediaan pangan pokok di Kabupaten 
Simalungun.
LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan negara hukum (recht staat), dan bukan merupakan negara 
kekuasaan (macht staat).20 R. Sri Soemantri Martosoewigyo menentukan bahawa 
negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsur, sebagai 
berikut:
1. “Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajipannya harus berdasarkan 
atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terdapat hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechtterlijke controle)”.21
Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tujuan nasional yang hendak dicapai 
sebagaimana yang telah ditentukan pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV, yang 
menentukan bahawa tujuan Indonesia, sebagai berikut:
20 Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945), yang menentukan bahwa: ”Negara Indonesia adalah negara hukum”.
21  R. Sri Soemantri Martosoewigyo, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Band-
ung, 1992, hlm. 29. 
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1. ”Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum; 
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
Untuk mencapai berbagai-bagai tujuan tersebut, tentunya Pemerintah harus 
melaksanakan pembangunan. F.X. Djumialdi (1987, hlm. 1), menentukan bahawa:
“Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat, oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat 
sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, 
berhasilnya pembangunan tergantung dari partisipasi rakyat yang berarti pembangunan 
harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat”.
“Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai saranan 
pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahawa adanya 
ketertiban di dalam pembangunan merupakan sesuatu yang dipandang penting 
dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaedah dapat berfungsi 
sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang 
dikehendaki oleh perubahan terencana tersebut. Sudah tentu fungsi tersebut seyogyanya 
dilakukan di samping hukum sebagai saranan sistem pengendalian sosial” (Mochtar 
Kusumaatmadja, 1976, hlm. 9).
Berdasarkan tujuan nasional yang telah ditentukan pada Pembukaan UUD 1945 
Alinea ke IV, dapat ditegaskan bahawa perlindungan segenap bangsa dan peningkatan 
kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara. Salah satu bentuk 
perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang 
merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat fundamental, sehingga menjadi 
tanggung jawab negara untuk memenuhinya.22
Hal tersebut dapat ditegaskan berdasarkan ketentuan pada Pasal 28AUUD 1945, yang 
menentukan bahawa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 
hidup dan kehidupannya”, dan juga Pasal 28C UUD 1945, yang menentukan bahawa:
1. “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan keperluan 
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya 
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.
22  Mengenai HAM pada saat sekarang ini telah diatur Pemerintah dalam Undang-undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).
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Selain itu juga sesuai dengan Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto 
Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR).
Mengenai pangan telah diatur Pemerintah dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 
2012 tentang Pangan(UU P).23 Berdasarkan ketentuan pada bagian menimbang huruf 
a UU P, maka pangan merupakan keperluan dasar manusia yang paling utama dan 
pemenuhannya merupakan bagian dari HAM yang dijamin dalam UUD 1945, sebagai 
komponen dasar untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
Berdasarkan ketentuan pada bagian menimbang huruf b, maka Pemerintah berkewajiban 
mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang 
cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional mahupun 
daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Indonesia sepanjang 
waktu, dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.
Sehubungan dengan ketentuan pada bagian menimbang huruf a dan b UU P di atas, 
maka upaya membangun ketahanan pangan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan 
kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan.24 Demikian 
pula halnya di Kabupaten Simalungun, yang merupakan salah satu bagian wilayah dari 
Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Wujud dari adanya pembangunan pangan (khususnya ketahanan pangan) di Kabupaten 
Simalungun, tentunya dapat ditandai dengan adanya jaminan ketersediaan pangan.25 
Salah satu cara yang dapat ditempuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun 
23 Lihat Pasal 1 ayat (1) UU P, yang menentukan bahwa: “Pangan adalah segala sesuatu yang beras-
al dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan,kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, 
dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minu-
man bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan 
lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau 
minuman”.
24 Lihat Pasal 1 ayat (4) UU P, yang menentukan bahwa: “Ketahanan pangan adalah kondisi 
terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yangtercermin dari tersedianya 
pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,merata, dan 
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat,untuk 
dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. Lihat pula Pasal 1 ayat (2) UU P, 
yang menentukan bahwa: “Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri 
menentukan kebijakan panganyang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan 
hak bagi masyarakat untukmenentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya 
lokal”. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan (UU PLPPB), juga telah ditentukan pengertian dari ketahanan pangan dan 
kedaulatan pangan. Pada Pasal 1 ayat (10) UU PLPPB, ditentukan bahwa: “Ketahanan pangan 
adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan 
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau”. Pada ayat (11), 
ditentukan pula bahwa: “Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri 
dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta 
memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai 
dengan potensi sumber daya lokal”. 
25 Lihat Pasal 1 ayat (7) UU P, yang menentukan bahwa: “Ketersediaan pangan adalah kondisi 
tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor 
apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi keperluan”.
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melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (DPSDA) Kabupaten Simalungun 
guna menjamin ketersediaan pangandi Kabupaten Simalungun adalah dengan cara 
mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian, khususnya alih fungsi lahan pertanian 
pangan pokok.26
Lahan pertanian pangan pokok yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sawah, yang 
digunakan para petani untuk menanam padi.27 Hal tersebut dapat ditegaskan karena 
beras (padi yang telah diolah melalui pengupasan dan penggilingan oleh para petani) 
merupakan makanan utama sehari-hari bagi warga masyarakat yang berdomisili di 
Kabupaten Simalungun.28
Dalam UU P mahupun UU PLPPB, tidak ada ditentukan mengenai pengertian dari alih 
fungsi lahan pertanian pangan pokok. Untuk itu, maka dalam penelitian ini ditegaskan 
bahawa alih fungsi lahan pertanian pangan pokok adalah perubahan fungsi sawah 
yang pada awalnya digunakan untuk menanam padi, menjadi tidak digunakan lagi 
untuk menanam padi, baik itu yang dilakukan secara sementara (temporer), mahupun 
permanen (tetap).
Telah dipaparkan bahawa salah satu cara yang dapat ditempuh Pemkab Simalungun 
guna menjamin ketersediaanpangan di Kabupaten Simalungun adalah dengan cara 
mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan pokok. Fakta yang ada di 
Kabupaten Simalungun terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan pokok. Misalnya, 
yang terjadi di daerah Bandar, Kecamatan Pematang Bandar, yang dalam faktanya 
lahan pertanian pangan pokok telah dialih-fungsikan dengan ditanaminya ubi, jagung, 
dan sawit.
Adanya fakta alih fungsi lahan pertanian pangan pokok yang terjadi di Kabupaten 
Simalungun tentunya memiliki faktor penyebab, dan tentunya juga akan menimbulkan 
dampak. Untuk itu, maka Pemkab Simalungun mengatasinya berdasarkan UU P, agar 
pada masa yang akan datang tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan pokok. 
Hal tersebut dapat ditegaskan karena berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU P, ketersediaan 
pangan di Kabupaten Simalungun merupakan tanggung jawab Pemkab Simalungun.29
26 Pada Pasal 1 ayat (15) UU P, ditentukan bahwa: “Pangan pokok adalah pangan yang diperun-
tukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai denganpotensi sumber daya dan kearifan 
lokal”. Bandingkan dengan Pasal 1 ayat (13) UU PLPPB, yang menentukan bahwa: “Pangan 
pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang 
diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia”. 
27 Lihat pula Pasal 1 ayat (2) UU PLPPB, yang menentukan bahwa: “Lahan pertanian adalah bidang 
lahan yang digunakan untuk usaha pertanian”.
28 Lihat Pasal 1 ayat (20) UU P, yang menentukan bahwa: “Petani adalah Warga Negara Indonesia, 
baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang pangan”. 
Bandingkan dengan Pasal 1 ayat (12) UU PLPPB, yang menentukan bahwa: “Petani pangan, 
yang selanjutnya disebut petani, adalah setiap Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang 
mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan berkelanjutan”. 
29 Lihat Pasal 12 ayat(2) UU P, yang menentukan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah ber-
tanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di 
daerah”.
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RUMUSAN MASALAH
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: “Bahawa 
berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU P, Pemkab Simalungun bertanggung jawab atas 
ketersediaan pangan pokok di Kabupaten Simalungun, dan untuk itu tentunya Pemkab 
Simalungun berharap agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan pokok di 
Kabupaten Simalungun. Faktanya, di Kabupaten Simalungun terjadi alih fungsi lahan 
pertanian pangan pokok”.
Dari rumusan masalah di atas, muncul pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan pokok 
di Kabupaten Simalungun?
2. Bagaimana dampak dari terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan pokok di 
Kabupaten Simalungun?
3. Bagaimana solusi mengatasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan 
pokok di Kabupaten Simalungun berdasarkan UU P?
METODE PENELITIAN
Penelitian hukum merupakan suatu proses yang berupa suatu rangkaian langkah-
langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memperoleh 
pemecahan permasalahan atau mendapat jawaban atas pertanyaan tertentu. Langkah-
langkah yang dilakukan itu harus sesuai dan saling mendukung satu sama lainnya, agar 
penelitian yang dilakukan itu mempunyai nilai ilmiah yang memadai, dan memberikan 
kesimpulan yang pasti dan tidak meragukan. 
Untuk memperoleh bahan-bahan atau data yang diperlukan dalam penelitian ini, 
dilakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara, atau metode-metode 
tertentu. Dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilaksanakan tidak lain adalah 
bertujuan untuk memperoleh data yang telah teruji  kebenaran ilmiahnya.30
Spesifikasi Penelitian
Pengertian spesifikasi adalah hal yang berkaitan dengan syarat adanya sesuatu. 
Konsentrasi dalam spesifikasi penelitian ini dititikberatkan pada segala pensyaratan 
yang harus dipenuhi dalam suatu penelitian, iaitu didekatkan kepada jenis penelitian 
yang akan dilakukan, maka harus dilihat jenis penelitian apa yang akan digunakan 
dalam menganalisis segala permasalahan yang diajukan.
30 Untuk mencapai kebenaran ilmiah, ada 2 (dua) pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir 
secara rasional, dan berpikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah 
maka digabungkanlah metode pendekatan rasional, dan metode pendekatan empiris. Disini ra-
sionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empiris merupakan kerangka 
pembuktian, atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, 
Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm. 36.
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Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, iaitu bersifat deskriptif 
analitis, maka penelitian ini merupakan juridis empiris yang ingin memaparkan, 
menggambarkan, atau mengungkapkan mengenai mengatasi alih fungsi lahan 
pertanian pangan pokok di Kabupaten Simalungun. Hal tersebut kemudian dibahas, 
atau dianalisis menurut ilmu, dan teori-teori, atau pendapat ahli, serta terakhir 
menyimpulkannya. 
Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan juridis empiris. Pendekatan juridis digunakan 
untuk menganalisis berbagai-bagai peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai mengatasi alih fungsi lahan pertanian pangan pokok di Kabupaten 
Simalungun. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat 
sebagai perilaku para pemilik lahan pertanian pangan pokok di Kabupaten Simalungun, 
yang berpola dalam kehidupan masyarakat, yang selalu berinteraksi dan berhubungan 
dalam aspek kemasyarakatan. 
Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui mengenai faktor penyebab terjadinya 
alih fungsi lahan pertanian pangan pokok di Kabupaten Simalungun, dampak dari 
terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan pokok di Kabupaten Simalungun, dan 
solusi mengatasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan pokok di Kabupaten 
Simalungun berdasarkan UU P.
Lokasi, Populasi, dan Sampel
Lokasi
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Simalungun. Adapun alasan memilih 
Kabupaten Simalungun sebagai lokasi penelitian, sebagai berikut:
1. Fakta adanya alih fungsi lahan pertanian pangan pokok di Kabupaten 
Simalungun;
2. Keterbatasan waktu, dan biaya untuk meneliti.
Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam mengatasi 
alih fungsi lahan pertanian pangan pokok di Kabupaten Simalungun.31 Mengingat 
31 Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala, atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh kare-
na populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh 
populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan 
gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar. Populasi adalah seluruh objek atau 
seluruh gejala, atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar 
dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil 
sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian 
secara tepat dan benar. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, Halaman 44. Bandingkan dengan 
Suharsimi Arikunto, yang menentukan bahwa: “Populasi merupakan keseluruhan objek peneli-
tian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 
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banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini, maka tidak semua populasi akan 
diteliti secara keseluruhan. Untuk itu akan diambil sampel 5 (lima) orang pemilik 
lahan pertanian pangan pokok di Kabupaten Simalungundari populasi secara purposive 
sampling.32
Sampel
Mengenai jumlah sampel yang akan diambil, pada prinsipnya tidak ada peraturan yang 
tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi.33 Adapun 
yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 2 (dua) orang pemilik lahan pertanian 
pangan pokok di Kabupaten Simalungun.
Alat Pengumpul Data
“Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat ditempuh dengan 4 (empat) 
cara, iaitu: studi kepustakaan, observasi, interview dan kuesioner”.34 Data dalam 
penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data primer, dan data sekunder, 
sebagai berikut:
1. Data primer.
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan dan responden, dengan 
cara melakukan wawancara terhadap Kepala DPSDA Kabupaten Simalungun, dan 2 
(dua) orang Pegawai DPSDA Kabupaten Simalungun (informan), serta 2 (dua) orang 
pemilik lahan pertanian pangan pokok di Kabupaten Simalungun (responden);
2. Data sekunder.
Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dan studi dokumentasi pada 
Kantor DPSDA Kabupaten Simalungun, sebagai berikut: 
a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi UUD 1945, UU HAM, UU P, UU PLPPB, 
dan berbagai peraturan perundangan-undangan terkait lainnya;
penelitiannya merupakan penelitian populasi studi, atau penelitiannya disebut populasi, atau studi 
sensus”, dalam Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Rineka 
Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 108.
32 Purposive sampling adalah teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, se-
hingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini pengambilan sampel di-
tentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain: 
didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama 
dari objek yang diteliti, dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui 
studi pendahuluan. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, hlm. 49.
33 Menurut Teori Non Probability, penentuan sampel dapat diperoleh berdasarkan pertimbangan 
subjektif peneliti. Lihat, Joko P. Subagio, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineka 
Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 31.
34 Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, hlm. 51.
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b. Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi jurnal, dan berbagai-bagai buku hasil 
karangan, atau pendapat para ahli hukum;
c. Bahan Hukum Tertier, yang meliputi Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan 
sebagainya.
Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data primer, dilakukan wawancara dengan Kepala DPSDA 
Kabupaten Simalungun, dan 2 (dua) orang Pegawai DPSDA Kabupaten Simalungun 
(informan), serta 2 (dua) orang pemilik lahan pertanian pangan pokok di Kabupaten 
Simalungun (responden).Wawancara dilaksanakan secara lisan dengan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu untuk penyelesaian penelitian. Semua 
jawaban dari informan mahupun responden dicatat, dan dijadikan sebagai data primer 
yang akan menjadi pedoman, serta bahan masukan untuk menjawab permasalahan-
permasalahan yang telah dirumuskan guna penyelesaian penelitian.
Untuk memperoleh data sekunder, penelitian dilakukan dengan cara mencari, dan 
mengumpulkan bahan kepustakaan hukum, serta peraturan perundang-undangan 
yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan dijawab dalam pembahasan 
penelitian, sedangkan dokumen-dokumen lainnya diperoleh dari Kantor DPSDA 
Kabupaten Simalungun.
Analisis Data
Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis 
kualitatif.35 Data yang diperoleh dengan penelitian studi kepustakaan, aturan 
perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lainnya, serta jawaban dari informan 
maupun responden, diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat 
disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis, dan bertujuan memberikan gambaran 
dalam kenyataan untuk dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara 
pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni dalam menarik kesimpulan 
dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang 
bersifat khusus atau konkrit yang dihadapi.
35  Lexy J. Moleong, menentukan bahwa: “Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan 
dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan 
tema, dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”, dalam Lexy 
J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 45. Dalam 
metode analisis kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek 
keabsahannya, dan dinyatakan valid, selanjutnya akan diproses melalui langkah-langkah yang 
bersifat umum, yakni: (1). Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan, ditulis maupun 
diketik dalam bentuk uraian, atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, 
dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya; (2). 
Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu beru-
saha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang se-
ring timbul dan kemudian disimpulkan. Lihat S. Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, Tarsito, 
Bandung, 1992, hlm. 52.
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PEMBAHASAN
a. Faktor Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Pokok 
di Kabupaten Simalungun
Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintahbagi rakyat adalah 
terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan HAM yang sangat 
fundamental, sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal 
tersebut dapat ditegaskan berdasarkan ketentuan pada Pasal 28AUUD 1945, yang 
menentukan bahawa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 
hidup dan kehidupannya”, dan juga Pasal 28 C UUD 1945, yang menentukan bahawa:
1. “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan keperluan 
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya 
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.
Selain itu juga sesuai dengan Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto 
Article 11 ICESCR.
Mengenai pangan telah diatur Pemerintah dalam UU P. Pasal 1 ayat (1) UU P, 
menentukan bahwa: 
“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, 
perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah 
maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi 
konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan 
lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 
makanan atau minuman”.
Berdasarkan ketentuan pada bagian menimbang huruf a UU P, maka pangan merupakan 
keperluan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari 
HAM yang dijamin dalam UUD 1945, sebagai komponen dasar untuk mewujudkan 
SDM yang berkualitas. Berdasarkan ketentuan pada bagian menimbang huruf b, maka 
Pemerintah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan 
konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada 
tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah 
Indonesia sepanjang waktu, dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan 
budaya lokal.
Sehubungan dengan ketentuan pada bagian menimbang huruf a dan b UU P tersebut, 
maka upaya membangun ketahanan pangan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan 
kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Demikian 
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pula halnya di Kabupaten Simalungun, yang merupakan salah satu bagian wilayah dari 
Provinsi Sumut.
Wujud dari adanya pembangunan pangan di Kabupaten Simalungun, tentunya dapat 
ditandai dengan adanya jaminan ketersediaan pangan.Pada Pasal 1 ayat (7) UU P, 
ditentukan bahawa: “Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil 
produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber 
utama tidak dapat memenuhi keperluan”. Salah satu cara yang dapat ditempuh Pemkab 
Simalungun melalui DPSDA Kabupaten Simalungun guna menjamin ketersediaan 
pangan di Kabupaten Simalungun adalah dengan cara mencegah terjadinya alih fungsi 
lahan pertanian, khususnya alih fungsi lahan pertanian pangan pokok. 
Pasal 1 ayat (2) UU PLPPB, menentukan bahawa: “Lahan pertanian adalah bidang 
lahan yang digunakan untuk usaha pertanian”. Mengenai pengertian pangan pokok, 
pada Pasal 1 ayat (15) UU P, ditentukan bahawa: “Pangan pokok adalah pangan yang 
diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya 
dan kearifan lokal”. Dalam UU PLPPB juga telah ditentukan mengenai pengertian 
pangan pokok. Pada Pasal 1 ayat (13) UU PLPPB, ditentukan bahawa: “Pangan pokok 
adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, 
yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia”. 
Lahan pertanian pangan pokok yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sawah, 
yang digunakan para petani untuk menanam padi. Hal tersebut dapat ditegaskan karena 
beras (padi yang telah diolah melalui pengupasan dan penggilingan oleh para petani) 
merupakan makanan utama sehari-hari bagi warga masyarakat yang berdomisili di 
Kabupaten Simalungun.
Dalam UU P mahupun UU PLPPB, tidak ada ditentukan mengenai pengertian dari alih 
fungsi lahan pertanian pangan pokok. Untuk itu, maka dalam penelitian ini ditegaskan 
bahawa alih fungsi lahan pertanian pangan pokok adalah perubahan fungsi sawah 
yang pada awalnya digunakan untuk menanam padi, menjadi tidak digunakan lagi 
untuk menanam padi, baik itu yang dilakukan secara sementara, mahupun permanen.
Salah satu cara yang dapat ditempuh Pemkab Simalungun guna menjamin ketersediaan 
pangan di Kabupaten Simalungun adalah dengan cara mencegah terjadinya alih fungsi 
lahan pertanian pangan pokok. Fakta yang ada di Kabupaten Simalungun terjadi 
alih fungsi lahan pertanian pangan pokok. Misalnya, yang terjadi di daerah Bandar, 
Kecamatan Pematang Bandar, yang dalam faktanya lahan pertanian pangan pokok 
telah dialih-fungsikan dengan ditanaminya ubi, jagung, dan sawit.
Adanya fakta alih fungsi lahan pertanian pangan pokok yang terjadi di Kabupaten 
Simalungun tentunya memiliki faktor penyebab. Berdasarkan penelitian diketahui 
bahawa: “Faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan pokok di 
Kabupaten Simalungun adalah disebabkan minimnya debit air ke lahan pertanian 
pangan pokok, akibat sebagian besar air tersedot untuk kolam ikan air deras yang ada 
di bawah bendungan, dan juga akibat adanya penambahan areal hutan”.36
36  S.D., Pegawai DPSDA Kabupaten Simalungun, Hasil Wawancara, Simalungun, 26 Juli 2013.
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Berdasarkan penelitian, diketahui juga bahawa: “Faktor penyebab terjadinya alih 
fungsi lahan pertanian pangan pokok di Kabupaten Simalungun adalah disebabkan 
minimnya ancaman produksi yang dapat mengakibatkan kegagalan panen, dalam hal 
dilakukannya penanaman ubi, jagung, dan sawit”.37 Berdasarkan penelitian, diketahui 
pula bahwa faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan pokok di 
Kabupaten Simalungun, sebagai berikut:
1. “Hasil pertanian yang berupa ubi dan jagung lebih cepat masa panennya apabila 
dibandingkan dengan pangan pokok;
2. Hasil pertanian yang berupa ubi, jagung, dan sawit, dapat memberikan 
keuntungan/hasil yang lebih besar secara ekonomis bagi para petani, apabila 
dibandingkan dengan pangan pokok, dan harganya pun relatif stabil”.38
Berdasarkan berbagai informasi yang telah diperoleh dari informan mahupun dari 
responden, maka dapat ditegaskan bahwa faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan 
pertanian pangan pokok di Kabupaten Simalungun, sebagai berikut:
1. Minimnya debit air ke lahan pertanian pangan pokok, akibat sebagian besar air 
tersedot untuk kolam ikan air deras yang ada di bawah bendungan; 
2. Minimnya debit air ke lahan pertanian pangan pokok, akibat adanya penambahan 
areal hutan;
3. Minimnya ancaman produksi yang dapat mengakibatkan kegagalan panen, 
dalam hal dilakukannya penanaman ubi, jagung, dan sawit;
4. Masa panen ubi dan jagung yang jauh lebih cepat apabila dibandingkan dengan 
masa panen pangan pokok;
Hasil pertanian yang berupa ubi, jagung, dan sawit, dapat memberikan keuntungan 
yang lebih besar secara ekonomis apabila dibandingkan dengan pangan pokok, dan 
harganya relatif stabil.
b. Dampak Dari Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 
Pokok di Kabupaten Simalungun
Wujud dari adanya pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Simalungun, 
tentunya dapat ditandai dengan adanya jaminan ketersediaan pangan. Salah satu cara 
yang dapat ditempuh Pemkab Simalungun melalui DPSDA Kabupaten Simalungun 
guna menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Simalungun adalah dengan cara 
mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian, khususnya alih fungsi lahan pertanian 
pangan pokok. 
Fakta yang ada di Kabupaten Simalungun terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan 
pokok. Misalnya, yang terjadi di daerah Bandar, Kecamatan Pematang Bandar, 
37  R.H.S., Pegawai DPSDA Kabupaten Simalungun, Hasil Wawancara, Simalungun, 26 Juli 2013.
38  S.S., Pemilik Lahan Pertanian Pangan Pokok di Kabupaten Simalungun, Hasil Wawan-
cara, Simalungun, 27 Juli 2013.  
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yang dalam faktanya lahan pertanian pangan pokok telah dialih-fungsikan dengan 
ditanaminya ubi, jagung, dan sawit. Berdasarkan berbagai informasi yang telah 
diperoleh dari informan mahupun dari responden, diketahui bahawa faktor penyebab 
terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan pokok di Kabupaten Simalungun, 
sebagai berikut:
1. Minimnya debit air ke lahan pertanian pangan pokok, akibat sebagian besar air 
tersedot untuk kolam ikan air deras yang ada di bawah bendungan; 
2. Minimnya debit air ke lahan pertanian pangan pokok, akibat adanya penambahan 
areal hutan;
3. Minimnya ancaman produksi yang dapat mengakibatkan kegagalan panen, 
dalam hal dilakukannya penanaman ubi, jagung, dan sawit;
4. Masa panen ubi dan jagung yang jauh lebih cepat apabila dibandingkan dengan 
masa panen pangan pokok;
5. Hasil pertanian yang berupa ubi, jagung, dan sawit, dapat memberikan 
keuntungan yang lebih besar secara ekonomis apabila dibandingkan dengan 
pangan pokok, dan harganya relatif stabil.
Dengan adanya fakta alih fungsi lahan pertanian pangan pokok di Kabupaten Simalungun 
(yang disebabkan oleh kelima faktor tersebut), tentunya akan memberikan dampak. 
Berdasarkan penelitian, diketahui bahawa: “Dampak dari terjadinya alih fungsi lahan 
pertanian pangan pokok di Kabupaten Simalungun adalah telah mengurangi jumlah 
produksi beras di Kabupaten Simalungun”.39
Berdasarkan penelitian, diketahui pula bahawa: “Apabila fakta alih fungsi lahan 
pertanian pangan pokok di Kabupaten Simalungun semakin banyak terjadi, tentunya 
selain memberikan dampak berupa berkurangnya jumlah produksi beras di Kabupaten 
Simalungun, fakta tersebut juga akan memberikan dampak berupa berkurangnya 
jumlah ketersediaan pangan pokok di Kabupaten Simalungun”.40
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan dan responden di atas, dapat 
ditegaskan bahawa dampak dari terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan 
pokok di Kabupaten Simalungun adalah telah mengurangi jumlah produksi beras di 
Kabupaten Simalungun, dan apabila fakta tersebut terus terjadi maka secara otomatis 
akan mengurangi jumlah ketersediaan pangan pokok di Kabupaten Simalungun.
c. Solusi Mengatasi Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 
Pokok di Kabupaten Simalungun Berdasarkan Undang-undang 
Pangan
Telah dipaparkan bahawa Indonesia merupakan negara hukum. Hukum dalam 
kehidupan masyarakat diartikan dengan berbagai macam, sesuai dengan sudut pandang 
masyarakat. Demikian pula artihukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yang 
mengartikan hukum itu sesuai dengan sudut pandang masing-masing, sehingga sampai 
39 M.P., Pemilik Lahan Pertanian Pangan Pokok di Kabupaten Simalungun, Hasil Wawancara, 
Simalungun, 1 Agustus 2013.
40 A.D., Kepala DPSDA Kabupaten Simalungun, Hasil Wawancara, Simalungun, 6 Agustus 2013.
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sekarang tidak ada satu pun pengertian hukum yang bisa diterima dan disepakati oleh 
semua pihak, karena masing-masing mempunyai pandangan yang berbeza-beza.
Sudikno Mertokusumo, menentukan  bahawa:
“Hukum adalah sebagaikumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang 
bersifat umum dannormatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena 
menentukan apa yang seyogyanya dilakukan serta menentukan bagaimanacaranya 
melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.” (Sudikno Mertokusumo, 1991, hlm. 
39)
“Negara hukum yang dianut oleh negara Republik Indonesia, dipandang dari segi 
hukum, bukan dalam arti formil, melainkan dalam arti materiil. Pengertian secara 
materiil ini diistilahkan dengan negara kesejahteraan atau negara kemakmuran”.41 
Wiratni Ahmadi, menentukan bahawa:
“Pemerintah di suatu negara hukum modern yang mengutamakan kepentingan seluruh 
rakyat, yaitu suatu welfare state, memiliki suatu konsekuensi yang memaksa turut 
serta secara aktif dalam pergaulan sosial bagi semua orang tetap terpelihara, maka 
Pemerintah welfare state diberi pekerjaan yang sangat luas yang meliputi tugas 
menyelenggarakan kepentingan umum.” (Wiratni Ahmadi , 2006, hlm. 2)
M.C. Burkens (1990, hlm. 29), menentukan bahwa syarat-syarat dasar recht staat, 
sebagai berikut:
1. ”Asas legalitas. Setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar 
peraturan perundang-undangan (wettelijke grondslag). Dengan landasan ini, 
undang-undang dalam arti formal dan undang-undang dasar sendiri merupakan 
tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentukan undang-
undang merupakan bagian penting negara hukum;
2. Pembagian kekuasaan. Syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara 
tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan;
3. Hak-hak dasar (grondrechten). Hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan 
hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-
undang;
41 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Universitas Padjadjaran, Bandung, 
1960, Halaman 21-22.Sebagaimana dikutip dari Rony Andre Christian Naldo, Konsekuensi 
Penagihan Utang Pajak Pertambahan Nilai Dengan Surat Paksa (Studi di Kantor Pelayanan 
Pajak Pematangsiantar), Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2011, Halaman 155.Lihat pula Rukmana Amanwinata, 
yang menentukan bahwa: “Negara Hukum Indonesia dikatakan sebagai negara hukum yang 
memiliki karateristik mandiri. Artinya, negara hukum yang dianut negara Indonesia memiliki 
ciri khas yang berbeda dengan negara lainnya. Karateristik yang terdapat dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia merupakan karateristik yang berpegang teguh pada falsafah Pancasila”, 
dalam Rukmana Amanwinata, Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat 
dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, 
Halaman 109. Sebagaimana dikutip dari Rony Andre Christian Naldo, Ibid, hlm. 156-157.
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4. Pengawasan Pengadilan. Bagi rakyat tersedia saluran melalui Pengadilan 
yang bebas untuk menguji keabsahan (rechtmatigheidstoetsing) tindakan 
pemerintahan”.
Rochmat Soemitro (1976, hlm. 18), menentukan bahawa: 
“Asas legalitas merupakan unsur utama dari pada suatu negara hukum. Semua tindakan 
negara harus berdasarkan dan bersumber pada undang-undang. Penguasa tidak boleh 
keluar dari rel-rel dan batas-batas yang  telah ditetapkan dalam undang-undang. Batas 
kekuasaan negara ditetapkan dalam undang-undang. Akan tetapi untuk dinamakan 
negara hukum tidak cukup bahwa suatu negara hanya semata-mata bertindak dalam 
garis-garis kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Sudah barang 
tentu bahwa dalam negara hukum setiap orang yang merasa hak-hak pribadinya 
dilanggar, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencari keadilan dengan 
mengajukan perkaranya itu di hadapan Pengadilan. Cara-cara mencari keadilan itu 
pun dalam negara hukum diatur dengan undang-undang”.
Sebagai negara hukum, Pemerintah melaksanakan pembangunan guna mencapai 
tujuan nasional yang telah ditentukan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV. 
Sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, maka di Indonesia fungsi hukum di 
dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat.
Hal tersebut didasarkan pada anggapan bahawa adanya ketertiban di dalam 
pembangunan merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. 
Di samping itu, hukum sebagai tata kaedah dapat berfungsi sebagai sarana untuk 
menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh 
perubahan terencana tersebut. Sudah tentu fungsi tersebut seyogyanya dilakukan di 
samping hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial.
Berfungsinya hukum meliputi beberapa faktor, sebagai yang ditentukan oleh Soerjano 
Soekanto (1993, hlm. 14) seperti berikut:
1. “Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri harus sistematis, tidak bertentangan 
baik secara vertikal mahupun secara horizontal, dan dalam pembuatannya harus 
disesuaikan dengan pensyaratan juridis yang telah ditentukan;
2. Penegak hukum haruslah mempunyai pedoman berupa peraturan yang tertulis, 
yang menyangkut ruang lingkup tugasnya dengan menentukan batas-batas 
kewenangan dalam pengambilan kebijaksanaan, yang paling penting adalah 
kualitas petugas memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum;
3. Adanya fasilitas yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum 
yang telah ditetapkan. Fasilitas di sini terutama sarana fisik yang berfungsi 
sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut”.
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Negara hukum merupakan negara yang berlandaskan pada hukum, dan menjamin 
keadilan bagi seluruh rakyatnya. Dapat ditegaskan bahawa segala tindakan alat-alat 
perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum, atau dengan 
kata lain diatur oleh hukum. Hal tersebut tentunya merupakan cerminan rasa keadilan 
bagi pergaulan hidup warga masyarakat, dan juga merupakan wujud dari adanya 
penerapan asas legalitas.
Indonesia sebagai negara hukum, memberikan perlindungan bagi seluruh rakyatnya. 
Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi 
segenap rakyat yang merupakan HAM yang sangat fundamental, sehingga menjadi 
tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal tersebut dapat ditegaskan berdasarkan 
ketentuan pada Pasal 28AUUD 1945 dan juga Pasal 28 C UUD 1945. Selain itu juga 
sesuai dengan Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto Article 11 
ICESCR.
Sesuai dengan asas legalitas yang merupakan salah satu ciri atau syarat dari negara 
hukum, mengenai pangan telah diatur Pemerintah dalam UU P. Berdasarkan ketentuan 
pada bagian menimbang huruf a UU P, maka pangan merupakan keperluan dasar 
manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari HAM yang 
dijamin dalam UUD 1945, sebagai komponen dasar untuk mewujudkan SDM yang 
berkualitas.
Berdasarkan ketentuan pada bagian menimbang huruf b, maka Pemerintah berkewajiban 
mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang 
cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional mahupun 
daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Indonesia sepanjang 
waktu, dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.
Sehubungan dengan ketentuan pada bagian menimbang huruf a dan b UU P di atas, 
maka upaya membangun ketahanan pangan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan 
kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Demikian 
pula halnya di Kabupaten Simalungun, yang merupakan salah satu bagian wilayah dari 
Provinsi Sumut.
Wujud dari adanya pembangunan pangan di Kabupaten Simalungun, tentunya 
dapat ditandai dengan adanya jaminan ketersediaan pangan. Salah satu cara yang 
dapat ditempuh Pemkab Simalungun melalui DPSDA Kabupaten Simalungun 
guna menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Simalungun adalah dengan cara 
mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian, khususnya alih fungsi lahan pertanian 
pangan pokok.
Lahan pertanian pangan pokok yang dimaksud adalah sawah, yang digunakan para 
petani untuk menanam padi. Hal tersebut dapat ditegaskan karena beras (padi yang 
telah diolah melalui pengupasan dan penggilingan oleh para petani) merupakan 
makanan utama sehari-hari bagi warga masyarakat yang berdomisili di Kabupaten 
Simalungun.
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Telah dipaparkan bahawa salah satu cara yang dapat ditempuh Pemkab Simalungun 
guna menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Simalungun adalah dengan cara 
mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan pokok. Fakta yang ada di 
Kabupaten Simalungun terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan pokok.
Fakta terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan pokok di Kabupaten Simalungun 
tentunya menimbulkan dampak. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari 
informan dan responden dapat ditegaskan bahawa dampak dari terjadinya alih fungsi 
lahan pertanian pangan pokok di Kabupaten Simalungun adalah telah mengurangi 
jumlah produksi beras di Kabupaten Simalungun, dan apabila fakta tersebut terus 
terjadi maka secara otomatis akan mengurangi jumlah ketersediaan pangan pokok di 
Kabupaten Simalungun.
Terhadap fakta tersebut, tentunya Pemkab Simalungunharus dapat menemukan 
solusinya berdasarkan UU P, agar pada masa yang akan datang tidak terjadi alih fungsi 
lahan pertanian pangan pokok, yang notabene telah menimbulkan dampak berupa 
berkurangnya jumlah produksi beras di Kabupaten Simalungun, dan juga secara 
otomatis akan mengakibatkan berkurangnya jumlah ketersediaan pangan pokok di 
Kabupaten Simalungun. Hal tersebut dapat ditegaskan karena berdasarkan Pasal 12 
ayat (2) UU P, ketersediaan pangan di Kabupaten Simalungun merupakan tanggung 
jawab Pemkab Simalungun.
Adapun solusi mengatasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan pokok di 
Kabupaten Simalungun berdasarkan UU P, sebagai berikut:
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU P, maka Pemkab Simalungun harus menjaga 
stabilisasi harga pangan pokok;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf a UU P, maka Pemkab Simalungun harus 
menata kembali peruntukan sumber daya air bagi lahan pertanian pangan pokok;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b UU P, maka Pemkab Simalungun harus 
melakukan kerja sama dengan Akademisi dari Fakultas Hukum dan Fakultas 
Pertanian Universitas Simalungun, guna melakukan penyuluhan hukum bagi 
warga masyarakat mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian pangan pokok 
di Kabupaten Simalungun;
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 130 UU P, maka Pemkab Simalungun harus 
meningkatkan peran serta petani sebagai warga masyarakat Kabupaten 
Simalungun dalam mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan 
pokok di Kabupaten Simalungun.
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PENUTUP
Simpulan
1. Faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan pokok di 
Kabupaten Simalungun, sebagai berikut:
a. Minimnya debit air ke lahan pertanian pangan pokok, akibat sebagian 
besar air tersedot untuk kolam ikan air deras yang ada di bawah bendungan; 
b. Minimnya debit air ke lahan pertanian pangan pokok, akibat adanya 
penambahan areal hutan;
c. Minimnya ancaman produksi yang dapat mengakibatkan kegagalan 
panen, dalam hal dilakukannya penanaman ubi, jagung, dan sawit;
d. Masa panen ubi dan jagung yang jauh lebih cepat apabila dibandingkan 
dengan masa panen pangan pokok;
e. Hasil pertanian yang berupa ubi, jagung, dan sawit, dapat memberikan 
keuntungan yang lebih besar secara ekonomis apabila dibandingkan 
dengan pangan pokok, dan harganya relatif stabil.
2. Dampak dari terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan pokok di Kabupaten 
Simalungun adalah mengurangi jumlah produksi beras di Kabupaten 
Simalungun, dan apabila fakta tersebut terus terjadi maka secara otomatis akan 
mengurangi jumlah ketersediaan pangan pokok di Kabupaten Simalungun.
3. Solusi mengatasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan pokok di 
Kabupaten Simalungun berdasarkan UU P, sebagai berikut:
a. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU P, maka Pemkab Simalungun harus 
menjaga stabilisasi harga pangan pokok;
b. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf a UU P, maka Pemkab Simalungun 
harus menata kembali peruntukan sumber daya air bagi lahan pertanian 
pangan pokok;
c. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b UU P, maka Pemkab Simalungun 
harus melakukan kerja sama dengan Akademisi dari Fakultas Hukum dan 
Fakultas Pertanian Universitas Simalungun, guna melakukan penyuluhan 
hukum bagi warga masyarakat mengenai dampak alih fungsi lahan 
pertanian pangan pokok di Kabupaten Simalungun;
d. Berdasarkan ketentuan Pasal 130 UU P, maka Pemkab Simalungun harus 
meningkatkan peran serta petani sebagai warga masyarakat Kabupaten 
Simalungun dalam mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian 
pangan pokok di Kabupaten Simalungun.
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Saran
1. Agar Pemkab Simalungun segera menata kembali peruntukan sumber daya air 
bagi lahan pertanian pangan pokok.
2. Agar setiap warga masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Simalungun dapat 
berperan serta dalam mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan 
pokok di Kabupaten Simalungun.
 Agar Pemkab Simalungun dapat segera melakukan kerja sama dengan Akademisi 
dari Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian Universitas Simalungun, guna 
melakukan penyuluhan hukum bagi warga masyarakat mengenai dampak alih 
fungsi lahan pertanian pangan pokok di Kabupaten Simalungun
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